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A B S T R A K        
Keberadaan rumah apung milik masyarakat Dayak tidak lepas dari 
kebiasaan masyarakat Dayak yang mendiami sepanjang aliran sungai 
dan menjadi kearifan lokal hingga saat ini. Namun keberadaan rumah 
apung ini menimbulkan beberapa permasalahan yaitu rusaknya 
lingkungan, menurunnya baku mutu air, bahkan pencemaran akibat 
aktivitas rumah tangga. Oleh karena itu perlu adanya tindakan yang 
dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Penelitian 
ini akan menggunakan metode penelitian tinjauan pustaka (SLR). 
Hasil penelitian ini berdasarkan artikel dalam bentuk jurnal melalui 
database berupa Scopus, Science Direct dan Taylor and Francis Group 
yang memiliki kredibilitas internasional. Adapun hasil penelitian 
yakni pemerintah dapat merefleksikan semua aktivitas masyarakat 
lokal sebagai kearifan lokal dan harus dipertahankan eksistensinya. 
Kemudian dilakukannya pembuatan regulasi yang saat ini belum 
nampak dalam pelestarian ataupun tata cara pendirianrumah apung 
di Pulau Kalimantan. Kemudian hasil ketiga adalah dengan tata kelola 
wilayah perairan dengan ketentuan pelibatan masyarakat lokal yang 
bisa saja menjadi sebuah opsi dalam pelestarian rumah apung 
masyarakat Suku Dayak. Terakhir adalah dengan pemberian bahan 

baku yang murah dan berkualitas, dimana selama ini pembuatan rumah apung hanya mengandalkan pada 
kayu, adanya hasil penelitian terdahulu menunjukkan terdapat beberapa bahan murah dan berkualitas 
serta sudah tersertifikasi yang menjadikan rumah apung masyarakat Suku Dayak dapat dilestarikan dengan 
lebih baik. 
 
A B S T R A C T 

The existence of floating houses belonging to the Dayak community cannot be separated from the habits of the 
Dayak people who live along the river flow and have become local wisdom. However, the existence of these 
floating houses causes several problems, namely environmental damage, decreased water quality standards, 
and even pollution due to household activities. Therefore, the government needs to take action to overcome 
this problem. This research will use the literature review research method (SLR). The results of this research 
are based on articles in journal form through databases in the form of Scopus, Science Direct, and Taylor and 
Francis Group, which have international credibility. The research results show that the government can reflect 
all local community activities as local wisdom, and its existence must be maintained. Then, regulations were 
made which still need to be visible regarding the preservation or procedures for constructing floating houses 
on the island of Kalimantan. The third result is the management of water areas with the involvement of local 
communities, which could be an option for preserving the floating houses of the Dayak tribe community. Lastly, 
by providing cheap and high-quality raw materials, the making of floating houses has only relied on wood. The 
results of previous research show that several cheap and high-quality materials have been certified, which 
means that the floating houses of the Dayak tribe can be better preserved.  

 
 
1. PENDAHULUAN 

Suku Dayak merupakan salah satu suku yang mendiami pulau Kalimantan selama lebih dari ribuan 
tahun hingga saat ini. Di sisi lain, Suku Dayak juga banyak memberikan kontribusi bagi lingkungannya dan 
juga memberikan pengetahuan berupa kearifan lokal terhadap lingkungannya dan masih dipertahankan di 
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Pulau Kalimantan hingga saat ini (Daud, Arifin, & D, 2018; Dodo, Iswidayati, & Rohidi, 2016; Hartoyo, 2012). 
Arsitektur yang dihasilkan oleh Suku Dayak merupakan nilai budaya yang dipadukan dengan 
lingkungannya dan juga dikenal selalu menjaga kelestarian alam dan hidup berdampingan dengan alam 
sehingga menghasilkan karya arsitektur yang unik dan di gunakan hingga saat ini (Usop, 2011). Misalnya 
di Provinsi Kalimantan Tengah arsitektur Suku Dayak banyak mempengaruhi tata kelola arsitektur 
bangunan di Provinsi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian oleh Hamidah & Garib, (2014) menghasilkan 
sebuah catatan bahwa nilai arsitektur Suku Dayak tidak terlepas dari nilai sejarah di masa lampau yang 
memang dikenal tinggal di sekitaran aliran anak sungai besar, sehingga mempengaruhi gaya bangunan dan 
bahan dari bangunan tersebut. 

Salah satu budaya arsitektur Suku Dayak adalah Rumah Apung (rumah lanting). Rumah Apung 
merupakan ciri khas masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak pada umumnya lebih memilih tinggal di daerah 
aliran sungai dengan alasan agar lebih mudah mencari makan, serta lebih dekat dengan sumber air dan 
karena alasan biaya yang dikeluarkan dalam pembangunan rumah. Sedangkan untuk Rumah Apung lebih 
terjangkau karena hanya berupa kayu yang tanpa diolah dan bisa mengapung (Asrasal et al., 2018; Torang 
et al., 2016; Wardani et al., 2018). Keberadaan Rumah Apung dapat dijumpai di beberapa aliran sungai di 
Pulau Kalimantan salah satunya di kawasan Sungai Kahayan Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan 
Tengah. Hingga tahun 2016 setidaknya masih terdapat + 342 rumah apung yang masih berdiri hingga saat 
ini (Novrianti, 2016).  

Di sisi lain, walaupun terdapat unsur kebudayaan dari Suku Dayak, namun beberapa tahun terakhir 
Rumah Apung yang ada di Kalimantan tengah mengalami kepunahan. Penelitian lain yang memperkuat 
akan kepunahan Rumah Apung Suku Dayak adalah oleh Afdholy (2017), mengatakan bahwa jika di 
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Rumah Apung pada tahun 2013 hanya tersisa hanya 53 unit saja, 
dan diperkirakan akan terus berkurang di tahun-tahun yang akan datang. Sedangkan pada catatan dari 
ekspedisi Lintas Barito-Muller-Mahakam pada tahun 2005 untuk kawasan di Provinsi Kalimantan Tengah 
tepatnya di Kabupaten Murung Raya hingga Kabupaten Barito Utara, sepanjang Sungai Barito sejauh 80 
Kilometer banyak dijumpai Rumah Apung tradisional yang tidak berpenghuni serta dalam kondisi rusak 
(jelajah.kompas.id, 2005).   

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah keterbatasan akan listrik pada saat 
penerangan dimalam hari sehingga membuat banyak penduduknya beralih kedaratan, kemudian mobilitas 
penduduk yang sulit karena berada di atas air (Kumparan.com, 2022). Selain itu, adanya kesulitan dalam 
mancari kayu sebagai penopang atau pelampung dari Rumah Apung tersebut diair (Nugroho et al., 2020). 
Adapun dari sisi pencemaran lingkungan juga telah terjadi dimana keberadaan Rumah Apung juga 
memberikan dampak negatif bagi lingkungan di mana Rumah Apung tersebut berada. Secara tidak 
langsung, Rumah Apung telah mencemari beberapa DAS (Daerah Aliran Sungai) karena tingginya tingkat 
pencemaran akibat aktivitas MCK (Masak, Cusi dan Kaskus) dan adanya sedimen serta menurunnya kualitas 
baku mutu air bersih akibat beberapa kegiatan masyarakat yang tidak menjaga lingkungan dan masih 
ditemukannya limbah rumah tangga yang dibuang di sekitar DAS, sehingga dikhawatirkan akan terjadi 
pendangkalan dan tentunya menyebabkan rusaknya ekosistem alam yang ada (Lubis et al., 2018).  

Konsep dasar pada Rumah Apung merupakan salah satu bentuk teknologi yang telah lama digunakan 
dan diterapkan oleh Suku Dayak secara turun temurun dan menjadi salah satu budaya dari Suku Dayak. 
Selain itu, berdasarkan beberapa literature menyatakan bahwa rumah apung dapat menjadi salah satu cara 
untuk mengatasi beberapa permasalahan global. Salah satunya adalah dampak perubahan iklim yang 
sedang terjadi saat ini, misalnya mampu mengatasi kenaikan permukaan air laut secara berkelanjutan (Lin 
et al., 2018), dampak dari penurunan tanah (Mohamad et al., 2013; Urkude et al., 2019), bahkan wacana 
tata kelola terutama untuk kota-kota besar tentunya akan beralih kewilayah pesisir dan tangguh diatas air 
misalnya Jakarta, London, Miami, bahkan Tokyo hingga 25 tahun kedepan (Meinhold, 2014). Beberapa 
alasan keberadaan dari rumah apung ini adalah keterbatasan daratan kemudian mencari dan membuka 
lahan baru untuk pemukiman penduduk. Sehingga menggunakan media diatas air, mengatasi masalah 
kepadatan penduduk yang semakin tidak terkendali apalagi harga tanah yang semakin mahal sehingga lebih 
murah bila membangun hunian di atas air (Ambica & Venkatraman, 2015; El-Shihy & Ezquiaga, 2019; Moon, 
2015; Strangfeld & Stopp, 2014). 

Penelitian terdahulu yang berkenaan dengan Rumah Apung misalnya oleh Putro & Zain (2021) yang 
mengedepankan aspek adaptasi aktif dan pasif dari masyarakat yang masih menggunakan Rumah Apung di 
Kalimantan Barat. Kemudian pada sisi kenyamanan hunian yang lebih dianggap ramah lingkungan karena 
berbahan dasar alam (Nugroho et al., 2020; Zain & Putro, 2019). Selain itu, kajian mendalam juga pada 
keilmuan Antropologi terhadap pengetahuan lokal akan Suku Dayak dalam memanfaatkan alam termasuk 
dalam Rumah Apung di Kalimantan Barat (Ardianti et al., 2021). Kemudian penelitian oleh Sihombing 
(2019) yang menekankan pada pentingnya pengetahuan lokal dalam pembangunan masyarakat termasuk 
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keberadaan Rumah Apung sebagai pengetahuan lokal dalam artikel tersebut dan implementasinya di 
Sungai Kahayan, Kota Palangka Raya.  

Meninjau hal tersebut, peneliti sangat menekankan akan adanya penelitian pada sisi keilmuan 
Administrasi Publik. Terutama pada mekanisme tata kelola yang misalnya dapat dilakukan oleh pemerintah 
daerah dalam menegakkan peraturan sebagai payung hukum bagi keberlangsungan kearifan lokal ini dan 
melestarikannya serta dimungkinkan menjadi salah satu daya tarik pariwisata di masa depan sehingga 
tentunya efek berlanjutnya adalah meningkatkan pendapatan daerah. Sektor swasta dapat sebagai salah 
satu pihak yang terlibat memberikan solusi penggunaan bahan baku pembangunan rumah apung yang lebih 
ramah lingkungan, serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat merusak daerah aliran 
sungai. Sedangkan masyarakat dapat menjadi pihak yang menerima dan mengawasi proses tersebut. 
Sehingga minimnya penelitian pada Keilmuan Administrasi Publik ini adalah sebuah kebaruan (novelty) 
pada penelitian ini. 

Mekanisme tata kelola tersebut dalam Administrasi Publik disebut collaborative governance dengan 
melakukan perlibatan pihak Pemerintah, Swasta dan juga oleh Masyarakat (Ansell & Gash, 2008). Menurut 
Djumiarti (2018) Collaborative governance sebagai salah satu inovasi dalam desentralisasi pemerintahan 
daerah, maka peneliti sepakat dengan pendapat tersebut dimana Collaborative Governance memberikan 
salah satu inovasi dalam penyelesaian permasalahan rumah apung bagi Suku Dayak di beberapa daerah di 
pulau kalimantan yang dapat ditemukan sampai sekarang. Menurut Turrini et al., (2010) kerjasama dalam 
mencapai efektivitas di setiap lini pemerintahan yang menangani masalah publik juga harus memberikan 
wadah bagi pihak lain, tentunya hal ini juga menguatkan pendapat sebelumnya. Hubungan antar pemangku 
kepentingan juga sangat ditekankan, mengacu kepada Burke (2014) bahwa hubungan dengan beberapa 
pemangku kepentingan sangat berpengaruh baik pada saat proses berlangsungnya sebuah kegiatan hingga 
berakhirnya kegiatan tersebut. Kerjasama yang erat akan sangat diperlukan untuk mendukung 
Collaborative Governance. Sehingga, Collaborative Governance dikatakan berhasil tentu dengan adanya 
hubungan yang baik antar pemangku kepentingan dan saling dukung (Asmorowati et al., 2021). 

Urgensi penelitian ini bahwa masih terdapat pertentangan dimana di salah satu sisi keberadaan dari 
Rumah Apung menjadi salah satu identitas dari sebuah suku yakni Suku Dayak di Pulau Kalimantan dan 
sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sedangkan, Rumah Apung juga saat ini sudah mulai ditinggalkan 
oleh hampir semua masyarakat di Pulau Kalimantan karena beberapa faktor mulai akses yang sulit 
terutama listrik dan mobilitas penduduk,  harga tinggi dan ketersediaan bahan baku yang sukar dicari. Serta 
beberapa daerah yang menganggap pencemaran air di sekitar sungai juga akibat adanya aktivitas penduduk 
yang masih bertahan di atas air tersebut. 

Oleh sebab itu, pada penelitian terkait dengan rumusan masalah yaitu bagaimana tindakan dalam 
pengelolaan Rumah Apung. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis lebih jauh tentang tindakan-
tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam menangani masalah Rumah Apung. Pada artikel ini 
akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan berupa Systematical Literature Review 
(SLR) dengan menggunakan beberapa artikel ilmiah berupa jurnal internasional bereputasi hasil pencarian 
dengan menggunakan database yang sudah ditentukan. Sehingga akan menghasilkan manfaat penelitian ini 
akan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Lokal dan pemangku kepentingan 
lainnya dalam menangani Rumah Apung yang ada diwilayahnya. 

 
2. METODE 

Melalui pendekatan Systematical Literature Review (SLR), dengan menggunakan database yang 
memiliki reputasi internasional dan diakui oleh akademisi, database tersebut diantaranya adalah Scopus, 
Science Direct dan Grup Taylor dan Francis (Hall et al., 2012). Adapun langkah-langkah pada penelitian 
dengan metode SLR ini akan menggunakan prinsip-prinsip penelitian Prisma. Penelitian Prisma menurut 
Mengist et al., (2019) adalah sebuah cara untuk membuat artikel dengan metode SLR. Adapun langkah-
langkah dalam prinsip-prinsip Prisma (lihat gambar 1) yang juga mengacu kepada pendapat dari (Liberati 
et al., 2009), terkait dengan langkah-langkah pada penelitian menggunakan prinsip Prisma. Langkah 
pertama adalah dengan menggunakan 2 kata kunci pada database yakni “COLLABORATIVE GOVERNANCE”  
AND “RUMAH APUNG”. Alasan menggunakan kata kunci yang general adalah untuk mendapatkan artikel 
secara luas tanpa adanya penyempitan kata kunci diawal pencarian melalui database. Selain itu, digunakan 
pula batasan tahun terbit dari setiap artikel yang digunakan. Hal ini sejalan dengan pendapat oleh Cronin 
et al., (2008) untuk mendapatkan kebaruan hasil dari penelitian terdahulu, maka diperlukan upaya rentang 
tahun terbitan artikel. Pada penelitian ini hanya menggunakan artikel terbitan tahun 2011-2021. 

Langkah kedua selanjutnya dengan dilakukannya penyaringan artikel guna memperoleh artikel yang 
relevan, yakni sebagai berikut : (1) Eliminasi artikel yang diterbitkan tidak menggunakan Bahasa Inggris. 
(2) Eliminasi artikel dalam bentuk resensi buku (review book), book section, Proceeding. (3) Eliminasi artikel 
yang tidak open access. (4) Eliminasi artikel yang menggunakan metode literature review. (5) Eliminasi 
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artikel yang termasuk dalam daftar jurnal predatori (sesuai aturan Kementerian Pendidikan Republik 
Indonesia tahun 2021). Sehingga artikel yang dipergunakan berupa jurnal internasional yang bereputasi 
(Ridley, 2012; Taylor et al., 2007). Langkah berikutnya adalah menyeleksi untuk kelayakan artikel dapat 
digunakan dalam manganalisis sesuai dengan rumusan penelitian. Nantinya, pada bagian relevansi maka 
hanya artikel yang relevan saja yang benar-benar digunakan dan nilai tertinggi dari setiap tindakan 
identifikasi akan dijadikan sebagai jawaban dalam menjawab rumusan masalah tersebut (Renger et al., 
2008). 

Berikut adalah rangkuman hasil pencarian makalah dengan menggunakan kata kunci pada database 
adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 1. Pencarian artikel jurnal  

Database Langkah 1 Langkah 2 Relevan 
Scopus 258 52 7 
Science Direct 161 105 8 
Grup Taylor and Francis 107 27 8 
Total 23 

 
Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan kata kunci melalui 

database berupa Scopus, Science Direct dan Taylor and Francis Group setidaknya peneliti menemukan 42 
artikel yang relevan dalam penyusunan makalah ini. Melalui database Scopus pada pencarian pertama, 
peneliti menemukan 258 artikel yang sangat beragam kemudian peneliti mengeliminasi makalah dengan 
langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya dan diperoleh 52 artikel dan setelah itu hanya tersisa 7 
artikel. Selanjutnya melalui Science Direct ditemukan 161 artikel dan langkah strategi pencarian peneliti 
hanya mendapatkan 105 artikel dan cukup banyak, namun setelah mengeliminasi hanya 8 artikel. Setelah 
itu Taylor and Francis Group dimana disini dengan menggunakan kata kunci yang sangat sedikit hanya 107 
artikel. Strategi pencarian yang dilakukan kemudian hanya menghasilkan 27 artikel dan eliminasi artikel 
hanya mendapatkan 8 artikel yang relevan. Perlu diketahui bahwa peneliti juga hanya memilih artikel 
berbentuk jurnal yang juga berkaitan dengan rumpun Ilmu Sosial karena latar belakang peneliti adalah 
keilmuan administrasi publik sehingga relevan dan menghindari bias ketika tidak dalam lingkup ilmu sosial. 

Berikut peneliti sajikan alur pencarian artikel ini dengan menggunakan prinsip-prinsip Prisma, 
dibawah ini : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Alur pencarian artikel dengan prinsip Prisma 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Meta-Analysis pada pembahasan 
Berdasarkan hasil dari pencarian artikel telah ditemukan 23 artikel ilmiah berupa jurnal yang 

dianggap sesuai dengan menggunakan prinsip-prinsip Prisma pada penelitian ini. Adapun untuk 
memberikan gambaran lebih jelas akan hal tersebut berikut uraiannya dibawah ini dengan sajian Tabel 2. 

 
Tabel 2. Meta-Analysis setiap artikel 

Lokasi Isi Penelitian Peneliti Metode 
Uruguay kebijakan dalam pembangunan sosial dan sosio-

ekonomi oleh Pemerintah dan Masyarakat Sipil 
(Ehrnström-Fuentesa 
& Kröger, 2018) 

Studi kasus 

Inggris (Kota 
Brighton dan Kota 
Hove) 

kebijakan radikal pemerintah lokal dalam 
keberlanjutan lingkungan 

(Barnes et al., 2018) Studi kasus 

Kota Rotterdam, 
Belanda 

pentingnya science-policy untuk keberlanjutan 
pengelolaan air. 

(Dunn et al., 2017) Studi kasus 

Sungai Mississippi, 
Amerika Serikat 

kebijakan berkelanjutan untuk perkembangan 
infrastruktur air dan perlindungan bencana bagi 
masyarakat rentan 

(Lewis & Ernstson, 
2017) 

Studi kasus 

Sungai Jinjiang, 
Kawasan 
Caojiaxiang, China 

kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat lokal 
untuk pembangunan berkelanjutan di tepi sungai 
Jinjiang 

(Liu & Xu, 2018) Kualitatif 

Thailand Tengah Desentralisasi pemerintah lokal dalam penanganan 
bencana alam terutama banjir 

(Marks & Lebel, 2015) Kualitatif 

Dhaka, Bangladesh menjaga pemukiman masyarakat asli daerah di 
wilayah perairan sebagai infrastruktur Hijau 

(Birtchnell et al., 2018) Kualitatif  

Transilvania, 
Rumania 

pengaruh utama perubahan sosial dan kelembagaan 
terhadap hubungan ketergantungan manusia dan 
alam. 

(Balázsi et al., 2019)  Kualitatatif  

Liverpool, Inggris penggunaan lahan peraian sebagai pemukiman 
untuk menangani arus urbanisasi 

(Thompson, 2018) Kualitatif 

Wilayah Bagian 
Sylhet, Bangladesh 

kualitas pengetahuan masyarakat wilayah peraian 
untuk adaptasi perubahan iklim 

(Haque et al., 2017) Studi kasus 

Kota Huizhou, 
China 

sistem penataan wilayah pedesaan dengan pelibatan 
masyarakat lokal. 

(Hu et al., 2019) Studi kasus 

Belanda pemukiman modern diatas air yang dilakukan oleh 
Belanda 

(Miszewska-urba, 
2016) 

Studi kasus 

Bangladesh ketahanan perubahan iklim dan masyarakat pesisir 
melalui konsep sosio-ekonomi negara. 

(Roy et al., 2019) Kuantitatif 

vietnam pengetahuan masyarakat untuk adaptasi perubahan 
iklim di wilayah pegunungan. 

(Son et al., 2019), Kuantitatif 

Kota Wuhan, China perencanaan tata kelola pemukiman dengan 
memanfaatkan air. 

(Dai et al., 2017) Kualitatif 

Kota Stourport, 
Kota Leeds, dan 
Wilayah London 
Barat, Inggris 

arsitektur Rumah Apung untuk kenyamanan hunian 
dan solusi atas urbanisasi 

(Penning-Rowsell, 
2019) 

Kualitatif 

Amerika Serikat kehidupan diatas air sebuah budaya hidup di era saat 
ini 

(Moon, 2015) Kualitatif 

China kreativitas kebudayaan untuk pembangunan 
berkelanjutan. 

(Lang et al., 2016) Studi kasus 

Amerika Serikat 
dan Inggris 

pengurangan pendangkalan air dari aktivitas 
masyarakat  

(Gutierrez & Morgan, 
2017) 

Studi kasus 

Rotterdam menciptakan kota pesisir berkelanjutan dan mitigasi 
terkait banjir 

(Francesch-huidobro, 
2015) 

Kualitatif 

Hongkong, 
Guangzhou, dan 
Rotterdam 

tata kelola ruang perkotaan untuk mitigasi bencana 
banjir dan pendangkalan pesisir sungai dan laut. 

(Francesch-Huidobro 
et al., 2016) 

Studi kasus 

Provinsi 
Ayutthaya, 
Thailand 

respon pemerintah terhadap banjir dan relokasi 
pemukiman sekitar sungai 

(Ng, 2015) Kualitatif 

Pelabuhan 
Brixham wilayah 
Torbay, Barat Daya 
Inggris 

Respon masyarakat dalam menjaga Padang Lamun 
sebagai ciri khas wilayah peraian agar tidak rusak. 

(Parry-wilson et al., 
2019) 

Studi kasus 
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Hasil diatas menunjukkan ke 23 artikel tersebut sudah dilakukan penguraian baik dari segi isi, 
metode, dan juga lokasi. Menemukan fakta bahwa tidak ada penelitian yang secara spesifik dari pencarian 
artikel yang membahas mengenai Rumah Apung, namun relevansi pada penelitian tersebut adalah 
karakteristik wilayah peraian dan tempat tinggal di wilayah peraian menjadikan penelitian tersebut sama 
dengan karateristik Rumah Apung yang notabene nya adalah diwilayah perairan. Adapun untuk 
memberikan gambaran lebih jelas kembali, peneliti akan mengelompokkan setiap isi dari artikel tersebut 
menjadi 4 bagian. Adapun pembagian kelompok tersebut diperjelas di sub berikut ini. 

 
Pembagian terkait penanganan rumah apung 

Peneliti membagi menjadi beberapa tindakan yang dilakukan dalam menangani Rumah Apung. 
Terdapat setidaknya 4 tindakan yang dilakukan, adapun dalam penelitian ini apabila masih dalam satu tema 
yang sama maka akan digolongkan dalam 1 jenis tindakan yang sama seperti terlihat pada Tabel 3. 
 
Tabel 3. Tindakan pemerintah dalam pengelolaan rumah apung 

Tindakan Penjelasan Singkat Peneliti Total 
Buat Regulasi Peraturan yang dibuat 

oleh pemerintah dapat 
menjadi salah satu cara 
untuk mitigasi.  

(Ehrnström-Fuentesa & Kröger, 2018), (Barnes et 
al., 2018), (Dunn et al., 2017), (Lewis & Ernstson, 
2017), (Liu & Xu, 2018), (Marks & Lebel, 2015),  

 

6 

Edukasi  masyarakat Edukasi yang baik dari 
masyarakat khususnya 
masyarakat yang memiliki 
kearifan lokal sehingga 
memahami karakteristik 
wilayahnya. 

(Birtchnell et al., 2018), (Balázsi et al., 2019), 
(Thompson, 2018), (Haque et al., 2017), (Hu et al., 
2019), (Miszewska-urba, 2016), (Roy et al., 2019), 
(Son et al., 2019), (Dai et al., 2017) 

 

9 

Penyediaan Bahan 
Baku Ramah 
Lingkungan 

Bahan yang digunakan 
juga harus awet dan tidak 
menggunakan bahan alami 
yang dapat merusak alam. 

(Ibitoye et al., 2016), (Lin et al., 2019),  
 

2 

Tata Kelola wilayah 
pemukiman dan 
ekosistem air 

pengeloaan wilayah 
peraian dan ekosistem di 
dalamnya. 

(Gutierrez & Morgan, 2017), (Lang et al., 2016), 
(Francesch-huidobro, 2015), (Francesch-Huidobro 
et al., 2016), (Ng, 2015), (Parry-wilson et al., 2019),  

6 

 
Berdasarkan tabel 3 hasil penelusuran artikel di atas, peneliti menemukan beberapa tindakan yang 

dapat dilakukan pemerintah dalam menangani kasus rumah apung. Setidaknya ada 4 tindakan yang bisa 
dilakukan untuk mengelola pada kasus ini adalah Rumah Apung. Walaupun dalam praktiknya keadaan 
Rumah Apung tidak hanya dapat dijumpai di Pulau Kalimantan saja namun juga dapat dijumpai dengan 
karakteristik yang sama di berbagai daerah di luar negeri. Sehingga, penelitian terdahulu tersebut dapat 
digunakan sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.   

Untuk kelompok penelitian dengan tindakan pembuatan regulasi setidaknya ada 6 penulis dari 
penelitian sebelumnya, kemudian untuk tindakan kedua adalah memberikan edukasi dengan 9 penelitian 
sebelumnya yang membahas hal tersebut. Edukasi sangat penting bagi masyarakat, apalagi jika tidak 
bertentangan jika diterapkan karena kearifan lokal mereka. Selanjutnya adalah tindakan dalam 
menyediakan bahan baku yang murah dan terjangkau serta ramah lingkungan, dapat menjadi solusi bagi 
daerah yang tidak memiliki lahan pemukiman dan hal ini dapat menimbulkan win-win solution. Terakhir, 
adanya tata kelola wilayah pemukiman dan ekosistem air peneliti yang membahas hanya 6 orang. 

 
Edukasi dari kearifan lokal 

Poin pertama membahas terkait dengan edukasi dari kearifan lokal yakni sebuah pemahaman yang 
baik yang dimiliki oleh masyarakat lokal dan sangat memahami karakteristik wilayahnya sendiri. Pada 
dasarnya di penelitian ini terkait dengan Rumah Apung adalah rumah yang dibangun oleh penghuninya di 
atas perairan berupa danau, atau di sekitar aliran sungai. Bagi sebagian Suku Dayak, keberadaan Rumah 
Apung memiliki nilai yang sarat dengan kearifan lokal karena masyarakat Suku Dayak memang bisa 
dijumpai di sekitar daerah aliran sungai di beberapa wilayah di Pulau Kalimantan, dan masih bisa dilihat 
hingga saat ini. Walaupun beberapa sudah banyak ditinggalkan oleh banyak penduduknya karena berbagai 
faktor yang ada. Jika kita mencontoh negara lain, Rumah Apung sudah menjadi salah satu budaya hidup 
yang mulai banyak dilakukan oleh masyarakat di negara-negara Eropa Timur, khususnya di Polandia. 
Masyarakat mempunyai ide yang sangat baik dimana Rumah Apung dapat digunakan dimana saja dan dapat 
digunakan di perairan dangkal maupun dalam serta memudahkan mobilisasi melalui air serta dapat 
menghemat biaya transportasi yang dikeluarkan (Thompson, 2018). 
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Miszewska-urba (2016) juga mengungkapkan bahwa untuk negara-negara di Eropa yang memiliki 
sedikit lahan mulai beralih ke perairan terutama kanal-kanal untuk pemukiman, salah satunya adalah 
Belanda. Dimana hampir 60% wilayahnya adalah air dan sebagian besar di bawah permukaan air laut, 
untuk mencegah adanya kekurangan wilayah daratan maka digunakanlah perairan sebagai pemukiman 
dengan konsep Rumah Apung. Penelitian yang dia lakukan juga dilakukan di Jerman, dimana untuk negara 
Jerman khususnya wilayah Hamburg yang memiliki karakter sungai besar dan kanal dijadikan lahan untuk 
bermukim oleh sebagain masyarakatnya baik dengan bentuk rumah ataupun rumah perahu yang 
digunakan sebagai hunian berpindah. 

Sebagai upaya untuk tetap dapat melestarikan kearifan lokal tentunya juga dapat dikatakan bahwa 
pemanfaatan Rumah Apung yang digunakan oleh masyarakat pesisir dan masyarakat asli yang sudah sejak 
lama berada di lokasi tersebut menjadikan ini sebagai konsep green infrastucture atau infrastruktur hijau 
(Birtchnell et al., 2018). Hal serupa juga dapat berlaku bagi masyarakat Suku Dayak dengan Rumah 
Apungnya  (lihat gambar 2) sebagai salah satu ciri khas ini perlu dilestarikan oleh generasi penerus 
selanjutnya bagaimana kearifan lokal ini masih bertahan sampai sekarang (Tan et al., 2018).  

Pemerintah dalam hal ini tentunya harus mampu melihat dari banyak sisi, keberadaan dari kearifan 
lokal yang ada di Kalimantan Tengah ini merupakan warisan dari leluhur, sehingga sangat kemungkinan 
akan tergerus oleh zaman dan terancam musnah. Penguatan terhadap keberadaan dari Rumah Apung juga 
ada dari Dai et al., (2017) inisiasi Rumah Apung versi Pemerintah Kota Wuhan, di China juga dianggap 
efektif, diketahui Wuhan juga menjadi rumah untuk 8,5 Juta penduduknya, bentang alam yang bersifat 
Danau, Sungai serta Pegunungan. Hingga mendapat julukan “Kota Seribu Danau” atau “Kota Air”. 
Memanfaatkan air sebagai wilayah pemukiman telah dilakukan sejak lama, yang dikenal dengan Program 
Kota Spon yakni kota yang tidak terdampak oleh bencana alam terutama banjir dan arus pasang air laut. 
Sehingga program ini memanfaatkan Rumah Apung yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas serta semua 
aktivitas bisa dilakukan oleh masyarakatnya, tanpa terganggu dengan dampak air serta dilakukan 
manajemen air yang baik oleh Pemerintah Kota Wuhan.  

Gambar 2. Rumah apung di Pulau Kalimantan 
 

Keberadaan Rumah Apung di Pulau Kalimantan juga harusnya bisa menjadi salah satu kontribusi 
positif dalam berbagai hal baik bencana alam akibat perubahan iklim maupun ketika adanya akses yang 
terbatas. Penelitian-penelitian terdahulu sudah mulai mengkonsep kota modern dengan pemanfaatan 
Rumah Apung sebagai ciri khas mereka misalnya Belanda ataupun Jerman, bahkan China dengan segala 
kemampuan Pemerintah Kota Wuhan. Tentu ini adalah tantangan bagi Suku Dayak, yang harunya tetap 
mempertahankan kearifan lokal mereka yakni Rumah Apung. Sangat penting untuk menjaganya agar tetap 
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lestari. Rumah Apung yang ada di Pulau Kalimantan tentunya harus dijaga oleh semua pihak termasuk oleh 
Suku Dayak itu sendiri, ditengah arus perkembangan teknologi dan juga keberadaan bahkan akses yang 
terbatas tentunya itu bisa dijadikan pemicu untuk tetap bertahan dan terus melestarikannya sebagai bagian 
dari budaya lokal yang tidak dapat dijumpai di wilayah lain di Indonesia. Bahkan mengacu kepada sumber 
lain dalam memperkuat argumen peneliti yakni oleh Strangfeld & Stopp (2014) Rumah Apung menjadi 
salah satu strategi dalam menghadapi berbagai bencana global yang saat ini yakni kenaikan permukaan air 
laut, sebagai isu strategis global saat ini. Tentunya ini adalah bagian dari simbiosis mutualisme dimana 
pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungannya dengan pengetahuan berbasis lokal tentu 
alam tidak akan menggangu masyarakat itu sendiri (Balázsi et al., 2019). 
 
Regulasi 

Poin kedua adalah regulasi untuk pendirian rumah apung yang ramah lingkungan. Sebagai upaya 
wujud dari keseriusan pemerintah sebagai pihak leading sector dan pembuat kebijakan hal ini menjadi 
sangat penting agar Rumah Apung tetap lestari di Pulau Kalimantan. Mengenai rumah apung tersebut maka 
sangat diperlukan sebuah regulasi terkait hal tersebut. Apabila mengacu kepada teori collaborative 
governance bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut 
(Mees, 2016; Vannevel, 2016). Menurut Dunn et al., (2017) bahwa pemerintah dituntut untuk mampu 
memberikan perlindungan lebih kepada masyarakatnya dan pemerintah harus bisa melihat permasalahan 
pada kasus-kasus lingkungan. 

Namun fakta dalam semua pustaka yang peneliti temukan terkait dengan regulasi untuk pengaturan 
Rumah Apung tersebut sampai saat ini belum ditemukan di semua Provinsi di Pulau Kalimantan. Peneliti 
hanya menemukan regulasi yang berkaitan dengan rumah apung adalah aturan untuk pajak bumi dan 
bangunan, sedangkan untuk rumah apung sendiri apabila bersifat semi permanen dan bisa dipindahkan 
maka wajib membayar pajak tersebut yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang 
direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan serta Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Sedangkan apabila rumah 
apung tersebut bersifat permanen dan Teknik pembuatannya ditanam didasar sungai maka harus 
membayar pajak tersebut. Sedangkan, di Provinsi Kalimantan Tengah aturan yang mengatur tentang rumah 
apung ini secara tersirat belum tersedia, sedangkan untuk kawasan aliran sungai sendiri peneliti 
menemukan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang OTK Pengelolaan 
Kawasan Pengambangan Ekonomi Terpadu DAS Kahayan, Kapuas Dan Barito (BP KAPET DAS KAKAB) 
hanya membahas kegiatan ekonomi di aliran sungai. Selain itu apabila merujuk kepada Peraturan Presiden 
Nomor 3 Tahun 2012 Tantang Rencana Tata Ruang Kalimantan juga secara khusus belum menyasar kepada 
DAS namun peraturan tersebut lebih kepada kawasan lindung ataupun kawasan budi daya lainnya. 

Regulasi pada umumnya harus bisa menjadi payung hukum dan meletakkan dasar status yang sama 
atau tidak dengan fungsi dari rumah permanen yang ada di daratan. Mengacu kepada pendapat oleh  Marks 
& Lebel (2015) bahwa harus kebijakan terhadap keberlangsungan masyarakat dapat dilakukan dengan 
adanya desentralisasi kebijakan terhadap pemerintah lokal atau daerah. Terlebih untuk pemerintah daerah 
sendiri yang harus mempu memetakan ruang tata kota dan areanya sedemikian rupa agar tetap terjaga 
keindahan dan kelestariannya. Lynch et al., (2016) mengungkapkan bahwa regulasi menjadi dasar dari 
perencanaan kedepan. Apapun yang direncanakan oleh pemerintah tentunya harus berdasarkan hukum 
yang kuat sehingga mekanisme pada collaborative governance telah menempatkan pemerintah sebagai 
pemangku kepentingan yang berperan mengeluarkan peraturan tersebut.  

Selain itu, pemerintah juga dapat memaksimalkan potensi dari sumber daya yang ada misalnya 
dengan melibatkan para ahli lingkungan maupun para ahli pembangunan untuk kasus rumah apung yang 
ada di Kalimantan Tengah tersebut. Sehingga, memunculkan regulasi yang ideal untuk dapat diterapkan di 
Kalimantan Tengah mengenai rumah apung tersebut, mengingat kearifan lokal merupakan hal yang harus 
dapat dipertahankan dan dilestarikan (Ehrnström-Fuentesa & Kröger, 2018). Sebagai masyarakat lokal 
yang tentunya sudah lama dan turun temurun bertempat tinggal di DAS dan mendirikan rumah apung 
tentunya akan meresa kesulitan ketika beradaptasi di lingkungan baru, karena selain efektif tersedianya air 
melimpah dan mayoritas penduduknya nelayan lokal tentunya ini sangat memudahkan serta menjadi salah 
satu penghampat laju dampak dari perubahan iklim saat ini karena sifat dari rumah apung itu sendiri yang 
tahan akan bencana misalnya banjir maupun arus pasang surut yang kadang tidak terprediksi dengan baik. 

 
Tata kelola wilayah pemukiman air 

Tindakan yang ketiga yang dapat dilakukan pemerintah lokal maupun pusat dalam menanggapi 
penanganan Rumah Apung ini adalah dengan melakukan tata kelola wilayah pemukiman air. Tata kelola ini 
akan menjadi salah satu adaptasi terhadap kondisi alam saat ini dan ideal untuk diterapkan terutama 
wilayah yang terdapat aliran sungai ataupun kanal sebagai tempat pemukiman ideal. Hal serupa juga 
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dilakukan di wilayah Thailand sejak banjir bandang tahun 2011 dan telah menimbulkan dampak negatif 
kepada masyarakat dan pemukiman yang rusak tentunya dengan fungsi Rumah Apung tersebut tentu 
dampak negatif akan sedikit terkurangi. Penelitian oleh Francesch-huidobro (2015) bahwa dengan 
mengedepankan collaborative governance, penguatan dari sisi pemerintah memiliki perencanaan yang baik 
dan di Negara Thailand khususnya Ibu Kota Bangkok dapat dijadikan sebagai pilot project dalam 
menghadapi segala bentuk perubahan landskap di wilayah lain.  

Studi tiru ini memungkinkan pemerintah lokal dalam adaptasi kebencanaan melalui prinsip-prinsip 
Rumah Apung. Dan bahkan penelitiannya yang kedua Francesch-Huidobro et al., (2016) bahwa negara yang 
besar sekalipun harus memiliki banyak perencanaan dan mitigasi resiko akan kebencanaan dengan 
berbagai cara dan keyakinan besar untuk terus dapat bertahan dan melaksanakan pembangunan yang 
berkelanjutan. Disisi lain, penataan yang terintegrasi dengan baik dan maju tentunya tidak menjadikan 
lingkungannya rusak walaupun mayoritas aktivitas diatas air. Penelitian di area Pelabuhan Brixham, Inggris 
oleh Parry-wilson et al., (2019) yang saat ini menjadi pelabuhan tersibuk untuk wilayah Barat Daya Inggris, 
tentunya sangat berisiko akan rusaknya biota laut dan biodiversitasnya. Namun, dengan adanya pelibatan 
masyarakat lokal yang sangat tradisional maka Pelabuhan Brixham melakukan upaya modifikasi 
pengembangan pelabuhan dengan lebih ramah lingkungan dan penelitiannya selama 2 tahun menunjukkan 
Padang Lamun masih utuh dan terus berkembang. 

Tentunya hal ini adalah suatu pencapaian yang sangat baik bagi pembangunan berkelanjutan dimana 
aktivitas aiatas air akan selalu ada dan terus meningkat seiring dengan mobilitas penduduk dan aktivitas 
diatasnya. Hal lain juga dijelaskan oleh Gutierrez & Morgan (2017) bahwa semua kegiatan yang bisa 
berakibat pendangkalan menjadi salah satu hal yang wajar ketika ada aktivitas diatas air, namun 
Pemerintah Amerika Serikat, Inggris, ataupun Rotterdam di Belanda setiap tindakan yang akan dilakukan 
pemerintah lokalnya akan melibatkan pihak masyarakat lokal dan pihak swasta untuk pembangunan yang 
berkelanjutan. Adapun tindakan tersebut menjadi salah satu manajemen terbaik dalam hal collaborative 
governance dimana tindakan pemerintah tidak hanya dilakukan secara mandiri namun juag melibatkan 
berbagai pihak untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain berkontribusi dalam pembangunan 
sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing.  

Adapun penelitian oleh Lang et al., (2016) bahwa kreativitas kebudayaan yang ada di wilayah Kota 
Yuanqian dan Kota Jiaochangwei, China dimana karakteristik kota tersebut memiliki persamaan yakni 
perkotaan-perdesaan (rural-urban) urbanisasi yang dikendalikan oleh kedua pemerintah kota tersebut 
sejak tahun 2014, mampu menjadikan kedua kota tersebut berkembang dengan pesat. Agenda dari 
Pemerintah Kota tersebut sangatlah menarik yakni dengan perencanaan yang matang dengan pelibatan 
masyarakat lokal mapun juga komunitas kecil yang dilibatkan dalam berbagai aspek hingga hasilnya 
keberadaan kebudayaan ditengah kemajuan perkotaan masih dapat dijumpai baik terutama di sungai-
sungai kecil di kota tersebut.  

Meninjau hal tersebut ini beberapa penelitian tedahulu juga dianggap sangatlah relevan dalam 
melihat kondisi di Pulau Kalimantan terutama Rumah Apung, yang dapat dianggaps ebagai salah satu 
kebudayaan dengan nilai-nilai tradisional yang harus dipertahankan hingga saat ini. Pembangunan oleh 
Pemerintah Lokal tentunya dapat mengandalkan pengetahuan lokal apabila berdekatan dengan Rumah 
Apung maupun nilai-nilai filosofis dari sebuah bangunan. Seperti halnya di negara China yang menganggap 
budaya lokal sebagai kreativitas kebudayaan dan dipadukan dengan kondisi modernisasi tentunya apabila 
melibatkan semua unsur tentunya akan berdampak baik.  

 
Penyediaan bahan baku ramah lingkungan 

Penyediaan bahan baku yang ramah lingkungan tentunya menjadi poin terakhir pada penelitian ini, 
dimana dalam setiap pembangunan tentunya sangat dibutuhkan bahan baku. Hal ini juga disampaikan oleh 
Penning-Rowsell (2019) yang menjadikan Rumah Apung di negara Belanda sebagai percontohan dari 
semua negara di dunia, terutama setelah Parlemen Belanda di tahun 2008. Hal ini pula yang memberikan 
banyak kemudahan bagi masyarakatnya untuk beralih ke perairan dalam membangun hunian. Adapun 
bahan baku yang digunakan diantaranya adalah platform busa yang dilapisi beton diatasnya hingga 
memberikan sambungan ke modul/ Rumah Apung yang lain sehingga memudahkan dalam bersosialisasi 
ataupun interaksi (lihat gambar 3). Selain itu, desain dari bangunan Rumah Apung ini juga sangat mudah 
untuk dipindah tempatkan dan hanya memakan sedikit lahan serta memiliki biaya yang murah.  

Sebuah studi oleh Redahan (2012) material yang digunakan juga harus yang benar-benar tahan lama 
misalnya penggunaan kayu Cedar untuk mengurangi resiko pembusukan yang dapat terjadi, sedangkan 
untuk di Jerman sudah mulai penggunaan rangka baja dan papan kayu. Namun ada beberapa Rumah Apung 
yang juga saat ini menggunakan bahan komposit, plastik bahkan juga bambu serta beton aerasi yang lebih 
tahan lama dan mudah dalam mobilisasi dan terjangkau.  
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Gambar 3. Rumah apung di Belanda 
 
Moon (2015) dalam penelitiannya yang dilakukan di Amerika Serikat telah mengamati beberapa 

perubahan yang terjadi di masyarakat sekitar area Danau Union, wilayah Seattle. Dimana kondisi diwilayah 
tersebut cenderung hangat dan lebih banyak tersinari matahari menyebabkan Rumah Apung dibuat dengan 
berbahan dasar kayu untuk menghindari penyerapan air serta mampu di pindahkan kedaratan apabila 
dikehendaki oleh para pemiliknya. Selain itu, untuk musim dingin Rumah Apung tersebut juga dilengkapi 
oleh pemanas ruangan dan penyaringan air secara mini dan bahkan untuk uji ketahanan terhadap material 
setiap Rumah Apung sudah tersertifikasi oleh pemerintah lokal.  

Tentunya hal tersebut juga memberikan kemudahan dalam pelestarian Rumah Apung di Pulau 
Kalimantan apabila dilakukan hal serupa, seperti yang dicontohkan di Amerika Serikat ataupun di Belanda 
yang mulai beralih kehunian diatas air. Sedangkan, dengan budaya yang besar dan juga kearifan lokal Suku 
Dayak yang memang hidup dan bergantung dengan air tentunya harus bisa mempertahankan tradisi 
leluhur tersebut. Penelitian dari Endangsih & Ikaputra (2020) bahwa banyak Rumah Apung yang ada saat 
ini masih berbahan dasar bambu hutan, drum, ataupun kayu yang tidak tersertifikasi dan tidak layak uji 
ketahanan, sehingga rentan dalam pembusukan alamiah. Sedangkan saran yang dilakukannya adalah 
dengan mengganti pondasi pengapung dengan bahan lain yang lebih tahan lama misalnya polystyrene foam 
core atau EPS yang terdiri dari cangkang beton. 

Sehingga, menurut analisis peneliti apabila keseriusan Pemerintah Lokal dalam menangani masalah 
terkait dengan Rumah Apung ini dapat dilakukan perencanaan yang baik dan terukur dimana untuk 
keberlanjutan sebuah kearifan lokal dan juga melestarikan budaya leluhur yang tidak ternilai. Pulau 
Kalimantan dengan Suku Dayaknya tentu harus bisa menjaga budaya tersebut minimal dari nilai 
filosofisnya dan lebih baik lagi ketika ada implementasinya. Dimana selama ini untuk Rumah Apung 
dianggap sebagai paradoks disisi lain adalah adanya dampak negatif namun disisi lain juga sebagai budaya 
lokal Suku Dayak. Sehingga, melalui beberapa penelitian tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk 
kelestarian budaya di Pulau Kalimantan khususnya Rumah Apung. 

 
4. SIMPULAN DAN SARAN 

Kalimat penutup berdasarkan rumusan masalah tindakan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan 
rumah apung ini adalah dengan edukasi dari masyarakat Suku Dayak itu sendiri. Edukasi yang dimaksudkan 
adalah sebagai pengetahuan lokal yang sudah ada sejak dahulu kala dalam memanfaatkan lahan peraiaran 
sebagai bagian dari kehidupan alami. Oleh sebab itu, penting untuk melestarikan kearifan lokal tersebut 
dengan tetap mempertahankan Rumah Apung tersebut, terlebih ini merupakan salah satu ciri khas dari 
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Pulau Kalimantan yang memang cenderung rawa dan ekosistem perairan dangkal. Kemudian, keterlibatan 
dari pemerintah dengan regulasi. Hingga saat ini regulasi yang mengatur secara jelas untuk Rumah Apung 
sebagai bagian dari identitas daerah masih sangat minim. Regulasi yang hampir mengarah akan Rumah 
Apung sendiri masih dikondisikan dalam maksud ekonomi wilayah perairan dan belum jelas pada sisi 
kehidupan alaminya. Peneliti kembali menegaskan bahwa adalah regulasi juga menjadi salah satu tolak 
ukur keberhasilan dari collaborative governance untuk penataan rumah apung tersebut. Regulasi 
diperlukan sebagai acuan dalam melakukan penataan rumah apung dan juga tetap menjaga kelestariannya. 
Selain itu, diperlukan juga adanya tata kelola wilayah perairan yang lebih baik sehingga masyarakat yang 
sudah lama menetap dan berdampingan dengan pembangunan sekitar perkotaan tidak akan mengalami 
penggusuran namun justru akan mendapat perhatian yang lebih baik dari pemerintah lokalnya. Hal ini juga 
sangat penting karena keberadaan Rumah Apung di beberapa tempat tentunya bisa saja menjadi bagian 
yang tidak diinginkan sehingga memunculkan relokasi dari pemerintah ataupun atas kesadaran sendiri dari 
masyarakatnya dan memilih pindah kedaratan sehingga melupakan akar sejarahnya sendiri. Terakhir 
adalah dengan menyajikan bahan baku yang ramah lingkungan. Hal ini adalah upaya yang dapat dilakukan 
oleh pemerintah dalam tetap melaksanakan pelestarian budaya lokal dengan memanfaatkan bahan baku 
yang ramah lingkungan bahkan teruji ketahanannya dan tersertifikasi secara nasional. Hasil penelitian ini 
juga dimaksudkan sebagai rekomendasi agar kearifan lokal masyarakat Suku Dayak tentang Rumah Apung 
tidak pudar dan menjadi identias Suku Dayak. Peneliti berharap penelitian selanjutnya kedepannya lebih 
mendalami pendekatan studi pemetaan ataupun nilai-nilai kebudayaan yang belum ditemukan untuk dapat 
menemukan kebaruan secara lebih mendalam tentang collaborative governance dan Rumah Apung ini. 
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